
BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPAT! SINTANG 

NOMOR6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Menimbang 

BUPATI SINTANG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, 
efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan Bahan 
Bakar Minyak kendaraan dinas maka perlu disusun 
pedoman penyediaannya bagi satuan kerja perangkat 
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan 
dengan peraturan Bupati Sintang; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56791; 

3. Peraturan ... 
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Menet2pan 

Perturan Pememntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Prnpelolann Keuanpan Dacrah lmbaran Negara 
epubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Fambahan wmbaran Ncara epubli Indonesia 
Nomor 4578, 

4. eraturan Pererintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
enpelolaan 1a1an Milik Neara/Daerah (Lembaran 

Neara cpubli Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Tambahan Lrmbaran Ncpara Rcpublik Indonesia 
No1or 5533); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
erank2t Dacrah Kabupaten Sintang (Lembaran 
a@rah Kabupatcn Sintang Tahun 2016 Nomor 7, 

1ambahan Lwmbaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 7; 

7.Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2017 tentang engclolaan Barang Milik Dacrah 
(Icmbaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2017 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PELA'TUAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBERIAN 
AMAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KAUPATEN SINTANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalar Peraturan upati ini yang dimaksud dengan: 

1. Dacrah adalah Kabupaten Sintang. 

2 emerintah Daerah adalah Kcpala Daerah scbagai unsur 
penyelcnpara emerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan emerintahan yang menjadi 
ewenanan daerah otonom. 

3. Kcpala Dacrah adalah Bupati Sintang. 

4. Wakil Kepala Darrah adalah Wakil upati Sintang. 

5. Pcjabat ... 
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Menetapkan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor R' 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 7); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2017 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor l); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBERIAN 
BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 

f 

. . . 

2. 

3. 

4. 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang. 

5. Pejabat ... 
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5. 

6. 

Pejabat Negara adalah pcjabat ncara Dada . 
M ' pr.mer!r':;h 

Kabupatcn Sintang yaitu Pupati Sintang dan Wal 
Bupati Sintang. 

Satuan Kcrja Perangkat Darrah yang sclanjutnya 
disingkat SKPD adalah pcrangkat dacrah pada 
pemcrintah dacrah sclaku pcngguna anggran/barang, 

7. Kendaraan dinas adalah Barang Milk Darrah berupa 
kcndaraan bcrmotor yang digunakan untuk kepentingan 
dinas. 

8. Bahan Bakar Minyak yang sclanjutnya disingkat BB! 
adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas 
untuk beropcrasi. 

9. Stasiun Pengisian BM Untuk Umum yang sclanjutnya 
disebut SPBU adalah lcmbaga penyalur retail BBM. 

10. Agen Resmi Penyalur adalah tempat penimbunan dan 
penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai Pertamina 
dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat 
penugasan penyediaan dan pendistribusian jcnis BBM 
tertentu. 

11. Kios adalah tempat masyarakat melakukan aktivitas 
penjualan sebagai pengencer BBM yang dilaksanakan 
secara mandiri. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK 

MAKSUD 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini disusun dcngan maksud mcnjadi pcdoman dalam 
pcnycdiaan bahan bakar minyak Kendaraan Dinas yang dipcrlukan dalam 

pelaksanaan tugas SKPD/Unit Kerja yang dibiayai dcngan APBD Kabupatcn 
Sintang. 
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TUJUAN., 



kendaraan dinas adalah untuk menunjang 
pencapaian sasaran program dan kegiatan se: : 
f .: " 'sual 
ungsi pcnyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 

TUJUAN 

Pasal 3 

Tujuan pemberian biava BBM 
kelancaran pelaksanaan 
dengan tugas pokok dan 
Sintang. 

BAB III 

KENDARAAN DINAS, PEMBERIAN DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR 
MINYAK 

KENDARAAN DINAS 

Pasal 4 

Kendaraan dinas terdiri dari; 
a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan yang digunakan Bupati 

dan Wakil Bupati; 
b. Kendaraan dinas jabatan, vaitu kendaraan vang disediakan dan 

dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; 
c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk 

pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum. 

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK 

Pasal 5 

( 1) 

(2 

(3) 

(4) 

(5) 

Penyediaan BBM diberikan untuk endaraan Dinas yang merupakan 
barang milik daerah. 
Pemberian BBM kepada kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan dinas 
Jabatan dan dendaraan dinas operasional diberikan berdasarkan jumlah 
maksimal BBM yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Terhadap kendaraan dalam kondisi rusak berat dan/atau yang sudah 
masuk dalam daftar penghapusan tidak dapat diberikan BBM. 
Bagi Pejabat yang melakukan perjalan dinas maka BBM tidak dapat 
diberikan untuk kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas 
jabatan. . . 
Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (+) 
mengurangi jumlah pemberian BBM setiap hari dalam bulan nya. 

. . . ' . 
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PENYEDIAAN ... 



PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK 

Pasal 6 

Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan melalui pembelian langsung: 
a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 
b. Agen Resmi Penyalur; atau 
c. Kios BBM. 

BAB IV 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGANGGARAN 

Pasal 7 

(1) Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM 
bagi kendaraan Kendaraan Dinas melalui RKA-SKPD masing-masing. 

(2) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPA-SKPD) Tahun 
Anggaran berkenaan. 

PERTANGGUNGJA W ABAN 

Pasal 8 

(1) Bukti pembayaran BBM dilakukan berdasarkan nota pembelian BBM yang 
dikeluarkan oleh pihak SPBU, Agen Resmi Penyalur atau Kios BBM. 

(2) Penggantian biaya pembelian BBM dengan menyerahkan 
pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang 
lengkap dan sah. 

(3) Pembayaran pembelian BBM untuk kendaraan dinas dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan berkenaan dan/atau pada awal 
bulan berikutnya setelah semua bukti pembelian BBM pada bulan 
berkenaan/bulan sebelumnya diterima oleh Bendahara Pengeluaran. 

BAB V 

PELAPORAN 

Pasal 9 

(1) Kepala SKPD menyampaikan laporan pertanggungiawaban (SPJ 
penggunaan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Apabila ... 
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/ (2) Apabila tcrdapat per lah 
akan dike »k. Yalahgunaan terhadap bukti pcmbclian EMM, max 

Kenakan sanksi bcrdasarkan pcraturan pcrundang-undang- " 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

Ketentuan-ketcntuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mula1 
dilaksanakan pada t.anggal I Januari 2019. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ I 1 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal % 0khAc 2018 

BUPATI SINT 

() JAROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal p otto2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 
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Pe: be.a2 55!M 
per?a 

liar ala Varian BBM per 
3la2r Bulan 

'·--- Sar:a 'um.Ah Satan 

3 za 300 Liter bulan 

30 ta. 300 Lter buian 

3 

c 

Pe:bra BS!M Ha.dal S.an Vmlah 3BM per 
No 'a~ea Bu.an 

-- ± 
ara =.ah aria 'mah aTuan 

es·zs Daeat 5 .e : a2: 30 ha 15 Liter builar 

2 ._¢1• 3pa .! 2:er r-- 3 car: 120 _ter bu'an • • » a 

3 Ass irezs ± Ziter a7 30 ha 120 Liter bulan 
Daear 

' icpala iPD .! _.er z: 3 ha. 120 Liter buln ... 

er.sicndara± 
perasor.al 

iia: dam Jumla 5SM per 
Siar Blan 

Pesa.an. gas 
dan. Fu:gs 
icsckreaate." 

2 
Liter 
bulan 

/ Dgunaian dalar hcl-hal gang terkait dengar tugas dar figs: 
ieseiretartan pad SP·Per.pagan m merhaar rekerng dill 

2. Pelzyaan D Liter hari 30 rscha:a 
3 Pera.a 5 Liter ta: 30 

Krtak2ran roda + 
+. Peradar .o L::er bar 30 

iebakaa roda 6l 
5 Pol:s Parong Praya 5 L.ter bar 30 

·oda 4 
6 Pols: among rraa 1o L:er ban 30 

1oda 6l 

150 

150 

300 

.50 

300 

Lter 
bulan 
Liter 
bulan 

Utter 
buian 
Liter 
bu'an 
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Liter/ 
bulan 

Liter/ 
blan 

·- 
Satuan 

Dulan - 
Liter/ 
bulam - - Liter/ 
bula1 
Liter/ 
bulan 
Liter/ 
Dulan 

' 

30 

60 

60 Liter/ 
_ Dulan 

Liter/ 
bulan 
Liter/ 
Dulan 
Litr/ 
bulan 
Liter/ 
bulan 
Liter/ 
Dular - 
Liter/ 

130 

150 

240 

300 

300 

240 

630 

·150 

900 

Jumlah BM per 
Hulan - 

Jumlah 

hart 

hari 

hari 

hari 

hari 

hari 

hari 

hari 

hari 

hari 

hari 

hari 
. 

. 

30 

30 

30 

0 

30 

30 

30 

16 

30 

30 

30 

.. 
Hari dalam 

Bulan 
Jumlah Satuan 

Liter/hari 

Liter/hari 

Liter/hari 

Liter/hari 

Liter/hari 

Liter/hari 

Liter/hari 30 

Liter/hari 

2 

8 

30 

2 

10 

15 

10 

Pemberian BB3M - Jumlah Satuan 

Jenis Kendaraan 
Operasional 

19. 

18. 

17. Excavator Sampah 

16. 

15. 

14. 

12. Truck Setda (roda 6) 
--l----·- 

13. 

�-+---------- ------ - 
Kendaraan 
Kcbersihan/Sampah 
(roda 3) - 
Kendaraan 
Kebersihan/Sampah I Liter/ha1i 

(roda 2) .--- 

9. 

No 

Bus Operasional 5 Liter/hari 
1Seta (roda") +- 

Dump Truck 8 Liter/hari 
Sampah(roda 6) -, 
Truck Ambrool 21 Sampah (roda 0) ,_ 
Truck Sampah (roda 15 Liter/hari 

�-1-4...:..'-- I ------+--·- - - - 

7. 

--e- 

Patwal (roda 2) rs. 1ts sen»n Toa l _+ + 

6) Liter/hari 20 

Patroli (roda 4) .. 
10. Perpustakaan 

Keliling (roda 4) ••• 
11. Truck Setda (roda 4) 
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